









       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yaitu bahwa 
rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BRSPP telah sesuai dengan 
Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan 
penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1. melakukan tes fisik dan pisikis terhadap anak korban penyalahgunaan 
narkotika termasuk mengetahui jenis narkotika yang dikonsumsi oleh anak 
tersebut. 
2. Setelah itu anak korban penyalahgunaan narkotika masuk kedalam tahap 
pembersihan atau detoksifikasi dari racun narkotika yang di konsumsi anak 
tersebut. 
3. Tahap perawatan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dengan 
diberikan aktivitas positif. 
4. Tahap rawat utama yaitu tahap dimana anak korban penyalahgunaan 
narkotika menjalani aktivitas di tempat rehabilitasi sosial yaitu BRSPP 






5. Tahap pemulihan korban secara fisik, pisikis, dan sosial melaui konseling-
konseling pribadi terhadap anak korban penyalahgunaan yang dirawat di 
BRSPP. 
6. Tahap pembinaan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan di luar panti sosial BRSPP.  
Pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada 
lembaga rehabilitasi sosial BRSPP belum terpenuhi sepenuhnya. Karena BRSPP 
dalam menjalankana rehabilitasi sosial terhadap anak masih melakukan 
pencampuran sarana prasarana maupun program antara anak dan orang dewasa. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 59 bahwa pemerintah atau lembaga negara lainnya 
berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika.  
B. Saran 
saran yang di berikan penulis terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak 
sebagai korban penyalahgunaan narkotika di provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yaitu : 
1. Pemerintahan provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yaitu dinas sosial 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan rehabilitasi sosial 
terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika seyogyanya harus 
memisahkan antara usia anak dengan usia dewasa karena usia anak butuh 






2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan 
narkotika dalam pelaksanaannya harus diawasi secara khusus. 
3. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana yang secara khusus 
diperuntukkan terhadap anak dalam melakukan rehabilitasi sosial agar anak 
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